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Judul : Kompleksitas Tata Kelola Sumber Daya Alam dalam Konteks 

Desentralisasi Asimetris: Analisis Kewenangan Pusat dan Daerah 

Nama : Mufazzal 

NIM 14010121420025 

Departemen : Politik dan Pemerintahan / Ilmu Politik 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tarik menarik kepentingan dalam hubungan 

pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan yang berkarakter desentralisasi 

asimetris. Penelitian ini menganalisis kompleksitas tata kelola sumber daya alam 

dalam konteks desentralisasi asimetris di Indonesia, dengan fokus pada analisis 

kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Tujuannya untuk 

menciptakan keseimbangan dan kestabilan hubungan pusat dan daerah, serta aspek- 

aspek yang mempengaruhinya seperti regulasi, elite dan stakeholder. Sehingga 

menciptakan keharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada 

akhirnya berkontribusi pada tata kelola yang efektif dan berkelanjutan, terutama 

pada aspek tata kelola sumber daya alam. Metodologi kualitatif diterapkan dengan 

menggunakan kajian pustaka dan 25 narasumber untuk di wawancara sebagai 

informan. Adapun teknis pengambilan informan dilakukan dengan purposive 

sampling dan snowball. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 

wawancara, focus group discussion dan dokumentasi. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan teori stakeholder analysis dari John M Bryson dan 

kerangka kerja powercube dari John Gaventa. Penelitian ini memberikan gambaran 

holistik mengenai aspek-aspek yang menjadi penyebab hubungan pusat dan daerah 

menjadi lebih kompleks pada tata kelola sumber daya alam. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tarik menarik kepentingan mengakibatkan tumpang tindih 

kebijakan regulasi yang pada akhirnya menghambat upaya tata kelola sumber daya 

alam yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah pusat kurang 

memberikan ruang kepada daerah untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan. 

Pada sisi lain, pemerintah daerah kurang melibatkan pemangku kepentingan lokal, 

sehingga semakin memperburuk situasi, di mana daerah dengan kewenangan besar 

tetapi menghadapi kesulitan dalam implementasi kebijakan. Studi ini 

merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan dan pentingnya melibatkan 

pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai tata 

kelola yang efektif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi penting 

bagi literatur mengenai desentralisasi asimetris dan tata kelola sumber daya alam, 

serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam 

merencanakan desentralisasi asimetris yang lebih baik. 
 

Kata kunci: Desentralisasi asimetris, Tata kelola sumber daya alam, stakeholder, 

powercube 



 

 

Title : The Complexity of Natural Resources Governance in the Context 

of Asymmetric Decentralization: Analysis of Central and Regional 

Authorities 

Name : Mufazzal 

NIM 14010121420025 
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ABSTRACT 
 

This research is motivated by the attraction of interest in the relationship between 

central and local governments in a unitary state characterized by asymmetrical 

decentralization. This research analyzes the complexity of natural resource 

governance in the context of asymmetric decentralization in Indonesia, focusing on 

analyzing the authority of the central government and the Aceh government. The 

goal is to create balance and stability in the relationship between the center and the 

regions, as well as the aspects that affect it such as regulations, elites, and 

stakeholders. Thus creating harmony between the central and local governments, 

which ultimately contributes to effective and sustainable governance, especially in 

the aspect of natural resource governance. Qualitative methodology was applied 

using a literature review and 25 resource persons to be interviewed as informants. 

The technical sampling of informants was done by purposive sampling and 

snowball. Data collection used observation, interview, focus group discussion, and 

documentation techniques. The data obtained was analyzed using John M Bryson's 

stakeholder analysis theory and John Gaventa powercube framework. This research 

provides a holistic picture of the aspects that cause central and regional relations to 

become more complex in natural resource governance. The results show that the 

tug-of-war of interests results in overlapping regulatory policies that ultimately 

hamper efforts for effective and sustainable natural resource governance. In 

addition, the central government provides less space for regions to be involved in 

policymaking. On the other hand, the local government lacks the involvement of 

local stakeholders, thus further exacerbating the situation, where regions with great 

authority face difficulties in policy implementation. This study recommends the 

need for policy harmonization and the importance of involving stakeholders in 

natural resource management to achieve effective and sustainable governance. The 

findings make an important contribution to the literature on asymmetric 

decentralization and natural resource governance and provide practical 

recommendations for policymakers in planning for better asymmetric 

decentralization. 
 

Keywords: Asymmetric decentralization, Natural resource governance, 

stakeholders, powercube 
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